
BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATJ 1..AMPUNG BARAT 
NOMOR \ :J TAHUN 2019 

TENTANG 

PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RTSTKO 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan 
keuangan dan kekayaan daerah dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lampung Barat, perlu menerapkan penilaian dan 
pengendalian risiko dalam rangka mendukung pencapa:ian 
tugas dan fungsi organisasi secara. efektif dan efisien; 

b , bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk 
meningkatkan kualitas penerapan penilaian, pengendalian 
dan pemantauan risiko dalam rangka penerapan SPIP untuk 
mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi; 

c, bahwa berdasarkan ]J6rtimbangan sebagaimana di.maksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan 
Risiko dilingkungan Pemerintah Daer-ah; 

Mengingat; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembcntukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Ba.rat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indone.sia Nomor 
3452); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai.mana telah dlubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

-
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor i4◊,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia N-omor 4890); 

6. Peraturan Pemerinta.h Nomot 12 Ta.hurl 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara ~epublik Indonesia 
Nomor 60.41 ); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 
tentang Norma Pengawasan dan Kode Eti.k Pejabat Pengawas 
Pemerintah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampwig Barat Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATJ TENTANG PENILAIAN, PENGENDALIAN 
DAN PEMANTAUAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH. 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Dalam Peraturan Lampung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak 

negatif terhadap pencapaian tujuan. 
5. Pemilik Risiko adalah orang atau jabatan dalam suatu entitas yang 

mempunyai kewenangan wituk melakukan penilaian, pengendalian dan 
pemantauan risiko. 

6. Penjiaian Risiko merupakan kegiatan identifikasi dan analisis terhadap 
peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat 
pemerintah daerah dan tujuan di tingkat kegiatan. 

7. Pengendalian Risiko adalah upaya untuk mengelola risiko yang 
menghambat pencapaian tujuan. 

8. P<::!!!?:Pta~~!! !qsiko adalah proses kegiatan untiJk m~!mat l?Cjawi, roan~ 
risiko dapat dikendalikan dengan baik. 

9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat. 



Pasa12 

Penerapan penilaian, p:engendalian dan pemantauan rfaiko di li.nglrungan 
Pemerintah Daerah bertujuan untuk: 
a. meningkatkan pencapaian tujuan dan peni.ngkatan kinerja; 
b. meni.ngkatkan kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku; 
c. meningkatkan pengamanan aset; 
d. meningkatkan efektivitas dan efisiansi penggunaan sumber days. 

organisasi; 
e. meningkatkan keandalan Laporan Keuangan;dan 
f. membcrikart dasar yang kUat dalart\ penganibilan keputusart. 

Pasal 3 

Penerapan penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko di Jingkungan 
Pemerintah Daerah memiliki manfaat untuk: 
a. meningkatnya perencanaan,kinerja,dan efektivitas organisasi; 
b. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;dan 
c. meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi. 

BAB IJ 
PENILAIAN RISIKO 

Pasal 4 

Setiap pimpinan di Intansi Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian 
Risiko. 

Pasal 5 

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas: 
a. identifikasi risiko; dan 
b. analisis risiko. 

(2) Dalam rangka Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: 
a. tujuan instansi Pemerintah; dan 
b. tujuan pada tingkatan kegiatan. 
Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Jdentifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
paling sedikit dilaksanakan dengan: 
a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah 

dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komperhensif; 
b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenai risiko dari faktor 

ekstemal dan faktor internal; dan 
c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. 



Pasal 7 

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b 
dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah 
diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. 

(2) Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 
menentukan tingkat yang dapat menerima. 

Pasal 8 

(1) Tujuan lnstansi Pem.erintah s.ehagaimana dimaksud dalam Pasal S ay13J (2) 
huruf a memuat pernyataan dan araban yang spesifik, terukur, dapat 
dicapai, realistis dan tcrikat waktu. 

(2) Tujuan lnstansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dikomunikasikan lcepada seluruh pegawai. 

(3) Untuk mencapai tujuan lnstansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan : 
a. strategi operasional yang konsisten; dan 
b. strategi mamajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. 

Pasal 9 

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategi Instansi Pemerintah; 
b. saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentang satu dengan 

lainnya; 
c. relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah; 
d. mengandung unsur kriteria pengukuran; 
e. didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan 
f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya. 

Pasal 10 

Pclaksanaan penilaian risi.ko meliputi tahapan : 
a. prakondisi; 
b. penetapan kriteria; dan 
c. Jangkah kcrja penilaiannya. 

Pasal 11 

(1) Prakondisi penilaian risi.ko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a 
adalah tahapan untuk menindaklanjuti desain penyelenggaraan SPIP, 
menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan 
!'!!e~~a1>~tka11 <i~~ awal k\:lemaj}an p~ngenda.U,a.n il1t~f11-

(2) Penetapan kriteria sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah 
tahapan untuk menetapkan konteks risi.ko, dan pemahaman proses 
operasional (business process) atas kegiatan yang dinilai risikonya. 



(3) Langkah kerja penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 
huruf c adalah yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta 
pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat daftar risiko, 
status risiko, dan pet.a risiko. 

BAB IIT 
KEGIATAN PENGENDALIAN 

Pasal 12 

{1) Pi.mpinan lnstansi P.emerlntah wajib menyelenggarakan kegiatan 
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan 
fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. 

(2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sekurang- kurangnya rnemiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. kegiatan pengendaiian diutamak.an pada kegiatan pokok Tm,tansi 

Pemerintah; 
b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses perulaian risiko; 
c . kegiatao pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus 

Instansi Pemerintah; 
d. kebijakan dan prosedur haru:, ditetapkan secara tertulis; 
e. prosedur yang telah ditetapk:an harus dilaksanakan sesuai yang 

ditetapkan secara tertulis; dan 
f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan 

bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang 
diharapkan. 

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. reviu atas kinerja lnstansi Pemerintah yang bersangkutan; 
b. pembinaan sumber daya manusia; 
c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 
d. pengendalian fisik atas aset; 
e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 
f. pemisahan fungsi; 
g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 
h. pencatat.an yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 
i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 
j . akuntabilitas terha<!gp !JlU'Qber daya dan pc::gcatatanny~; d~n 
k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi 

dan kejadian penting. 

Pasal 13 

Reviu atas kinerja lnstansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok 
ukur kinerja yang ditetapkan. 

Pasal 14 

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib me1akukan pembinaan sumber daya 
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b. 



(2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya ma:nusia sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang­
kurangnya: 
a. mengkomuni.kasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi i:nstansi 

kepada pegawai; 
b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia 

yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan 
c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutrnen, program pendidikeu1 dan 

pelatihan pegawai, system kompensasi, program kesejahteraan dan 
fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, 
serta rencana pengembangan katir. 

Pasal 15 

(1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan system informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan 
akurasi dan kelengkapan informasi. 

(2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan system informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pengendalian umum; dan 
b. pengendalian aplikasi. 

Pasal 16 

Pengendalian umurn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a 
terdirl atas: 
a. pengamanan sistem informasi; 
b. pengendalian atas akses; 
c. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak 

aplikasi; 
d. pengendalian atas perangkat lunak sistem; 
e. pemisahan tugas; dan 
f. kontinuitas pelayanan. 

Pasal 17 

Pengamanan sistem infonnasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a 
sekurang-kurangnya mencakup: 
a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif; 
b. pengembangan rencana yang secara jelas rnenggambarkan program 

pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya; 
c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program 

pengamanan; 
d. penguraian canggung jawab pengamanan secara jelas; 
e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait 

dengan program pengamanan; dan 
f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan 

program pengamananjika diperlukan. 

Pasal l8 

Pengendalian atas akses sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 huruf b 
sekurang-kurangnya mcncakup: 
a. klasifikasi surnber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan 

se!1sitivitasnya; 
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b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara 
formal; 

c. pengendalian fisik dan pengendalian logic W').tuk mencegah dan 
mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan 

d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, 
serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin. 

Pasal 19 

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c sekurang-kurangnya 
mencakup: 
a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program; 
b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan 

yang dimutakhirkan; dan 
c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian 

atas kepustakaan perangkat lunak. 

Pasal 20 

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf d sekurang-kurangnya mencakup: 
a. pembatasan akses ke perangkat lunak system berdasarkan tanggung 

jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses; 
b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat 

Iunak sistem; dan 
c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak 

sistem. 

Pasal 21 

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sekurang­
kurangnya mencakup: 
a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan 

untuk memisahkan tugas tersebut; 
b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan 
c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, 

supervisi, dan reviu. 

Pasal22 

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f 
sekurang-kurangnya mencakup: 
a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentiiikasian sumber daya 

pendukung at.as kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif; 
b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan 

terhentinya operasi komputer; 
c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk 

mengatasi kejadian tidak terduga; dan 
d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak 

terduga dan melakukan penyesuaianjika diperlukan. 



Pasal 23 

Pengendalian aplikasi sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b 
terdiri atas: 
a. pengendalian otorisasi; 
b. pengendalian kelengkapan; 
c. pengendalian a.kurasi; dan 
d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data. 

Pasal 24 

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud da1am Pa.sal 23 huruf a 
sekurang-kurangnya mencakup: 
a. pengendalian terhadap dokumen sumber; 
b. pengcsahan atas dokumen sumber; 
c. pembatasan akses ke terminal entri data; clan 
d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahw1:t 

seluruh data yang diproses telah diotorisasi. 

Pasal 25 

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b 
sekurang-kurangnya mencakup: 
a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah 

diotorisasi ke daiam komputer; dan 
b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan 

data. 

Pasal 26 

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c 
sekurang-kurangnya mencakup: 
a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data; 
b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah; 
c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan 

segera; dan 
d. reviu atas la-poran keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas 

data. 

Pasal 27 

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 huruf d sekurang-kurangnya mencakup: 
a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file 

data versi terkini diguriakan selama peri:irosesan; 
b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa 

versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan; 
c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file 

header labels sebelum pemrosesan; dan 
d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan. 



Pasal 28 

(1) Pimpi.nan Instansi Pemerintah wajib me.laksanakan pengendalian fisik atas­
aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d. 

(2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) , pirnpinan lnstansi Pemerintah wajib menetapkan, 
mengimplcrnentasikan, dan rnengkomunikasikan kepada seluruh pegawai: 
a. rencana idenUfikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan 
b. rencana pemulihan setelah bencana. 

Pasal 29 

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator 
dan ukuran ldnerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 
hu.ruf e. 

(2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran 
kinerja sebagairnana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi 
Pemerintah harus: 
a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja; 
b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan 

keandalan ukuran dan indikator kinerja; 
c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan 
d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan 

sasa.ran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. 

Pasal 30 

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (3) huruf f. 

(2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), pimpinan 1nstansi Pemerintab harus menjamin bahwa seluruh aspek 
utama tr.ansaksi atau kejadian tidak dikenrlalikan oleh 1 (satu) orang. 

Pasal 31 

(1) Pimpinan lnstansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi 
dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 
hurufg. 

(2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan 
dan mengkomunikasikan syarat dan kctentuan otorisasi kepada seluruh 
pegawai. 

Pasal 32 

(1) Pimpinan lnstansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang aJrura:t 
dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (3) hu.ruf h. 

--1il' g 
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(2) Da1am melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah perlu 
mempertimbangkan: 
a. transaksi dan kejadian diklasifika.sikan dengan tepat dan dicatat 

segera; dan 
b. klasiftkasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan da1am 

seluruh siklus transaks-i atau kejadian. 

Pasal 33 

(1) Pimpinan Instansi Pemel'intah wajib memba.tasi akses atas sumbet' da.ya 
dan pencatatannya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 
huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan 
pencatatannya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf j. 

(2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan 
pencatatannya sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), pimpinan lnstansi 
Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang 
berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. 

(3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan 
pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi 
Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap 
penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu 
atas penugasan tersebut secara berkala. 

Pasal 34 

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang 
baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) hurufk. 

(2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagai.mana dimaksud 
pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, 
mem.elihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang 
mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern scrta transaksi dan 
kejadian penting. 

BAB IV 
PEMANTAUAN PENGENDALrAN INTERN 

Pasal 35 

(1) Pimpinan lnstansi Pemerintah Wajib melalrukan pemantauan Sistem 
Pengendalian Intern. 

(2) Pemantauan Si.stem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan 
tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 



Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) 
diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, 
rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 

Pasal 37 

(1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) 
diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern. 

(2) Evaluasi terpisab dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern 
pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. 

(3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan m.enggunakan daftar uji 
pengcndalian intern. 

Pasal 38 

Tindak lanjut rekomcndasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimane. 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan 
sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit ddan reviu 
lalMya yang ditetapkan. 

BABV 
PEMILIK RISIKO DAN PENGORGANISASIAN 

Pasal 39 

(1) Pemilik risiko meliputi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat 
Struktural di lingkungan lnspektorat, 

(2) Pemilik risiko lnspektorat namun dalam pelaksanaannya didelegasikan 
kepada Sekretaris sebagai koordinator pengelolaan risiko di Inspektorat 
yang mempunyai tugas mengkoordinasikan proses penilaian, 
pengendalian dan pemantauan risi.ko pada lnspektorat. 

(3) Sekretaris dapat mendelegasikan tugas kepada pejabat struktural yang 
ditunjuk untuk mengoordinasikan dan melakukan pemantauan proses 
penilaian dan pengendalian risiko dilingkungan Inspektorat. 

(4) Inspektorat melakukan pengawasan atas penerapan pengelolaan risiko, 

(5) Pengawasan sebagaimana ayat (4) dapat diJakukan melalui 
asistensi/pendampingart, validasi, reviu, evllluasl, audit atau bentuk 
pengawasan intern lainnya. 

(o) Hasil pengelolaan risiko dapat dijadikan dasar bagi Inspektorat dala.m 
menyusun perencanaan dab melaksanakan pengawasan berbasis risiko. 

(7) Inspektorat wajib melaksanakan Proses Penilaian1 Pengendalian dan 
Pemantauan risiko pada unit kerja masing-masing dengan efektif. 



(8) Inspektw- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadm.inistrasikan 
hasil Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko. 

(9) Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko di lingkungan 
lnspektorat Kabupaten Lampung Barat diatur lebih lanjut dalam lampiran 
berupa Pedoman Pelaksanaan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan 
Risiko yang merupakan bagian tidal< terpisahkan dalam Peraturan 
Inspektur ini. 

(10) Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan/ atau petunjuk 
teknis penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko yang 
lebih rinci akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Lampung 
Barat. 

BAB VI 
K.ETENTUANPENUTUP 

Pasal40 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Barat. 

Ditetapk.an di Liwa 
pada tanggal I~ :P,.b . 2019 

BUPATl l..AMPUNG BARAT, 

p 
Diundangkan di Liwa 
pada tanggal IJ.j f'-b . 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG B,M<J'\.I 
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l SETDAKJ\ ti 

2 M .. :""C :r· -'4'../1----
3 ... "-·'t-.. 

J..;.+IL..>:.:.="r&:.~i.J~ 


	13 001.pdf
	13 002.pdf
	13 003.pdf
	13 004.pdf
	13 005.pdf
	13 006.pdf
	13 007.pdf
	13 008.pdf
	13 009.pdf
	13 010.pdf
	13 011.pdf
	13 012.pdf

